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Abstrak: From the negligence committed by the health services, this will result in an investigation into how 
the responsibility can be given to the consumer, as well as ensuring legal protection for the consumer, 
which in this case is a patient who feels harmed. By indirectly moving the patient out of the realm of health 
and referring more to the patient as a consumer, the legal protection of the patient must be regulated 
explicitly in the Health Laws, so that the existence of the Health Laws is itself intended to monitor the 
patient. The results of this research also provide intuitive insight into understanding and understanding 
the responsibility of pharmacies due to negligence in dispensing medicines to consumers. The research 
methodology used is normative jurisprudence, based on the identification of legal regulations as relevant 
research data and using primary research data and conduct interviews with several patients as well 
Primary data in the implementation of juridical analysis. The result of this research is that in order to 
provide legal protection to patients from pharmacist negligence when dispensing prescription drugs, there 
is a legal basis for pharmacists in carrying out their profession The contents are so that you are more 
thorough when analyzing the reading receipt from the doctor. If the pharmacist commits an error but does 
not want to carry out his/her obligations, then the reason could be that he/she is reported or prosecuted 
for legal action and as a substitute for what has been done and reciprocally related to the accident 
experienced by the victim, meaning that it is someone's responsibility. The pharmacist profession must be 
able to do it and it is obligatory in its nature to carry out its mistakes which are intended as compensation 
for its mistakes. Therefore, it is important to ensure that every mistake committed by health workers, 
including pharmacists, can be subject to legal sanctions according to the regulations in force. This will 
enhance the effectiveness of the community and improve the quality of health services. The behavior that 
concerns the patient's protection needs to be enforced. 
Kata Kunci: Responsibilities; Pharmacies; Medicines; Consumers. 
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Introduction 

Pada dasarnya malprakteik dapat dilakuikan oleih pihak apoteik yang teirdiri dari apoteikeir 
dan peigawai, akan teitapi tidak jarang keiruigian yang didrita pasiein yang diakibatkan 
adanya keilalaian dari pasiein itui seindiri. Uintuik itui dipeirluikan keirja sama antara pasiein 
deingan pihak apoteik agar tidak teirjadi malpraktik tersebut. Kondisi yaing disebaibkain 
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oleh kuraingnyai pengetaihuain mengenaii haik dain kewaijibain paisien sertai diperburuk oleh 
kuraingnyai kesaidairain dairi tenaigai kesehaitain terhaidaip kode etik yaing sehairusnyai 
ditaiaiti.1 Hail tersebut daipait membuait haik-haik paisien dilainggair. Dengain dilainggairnyai 
haik paisien tersebut, paisien daipait menyaimpaiikain keluhainnyai tersebut kepaidai pihaik 
aipotek sebaigaiimainai diaitur dailaim Paisail 1367 aiyait (3) KUHPerdaitai. Ketikai paisien meraisai 
dirugikain aitais pelaiyainain yaing diterimai di aipotek, maikai paisien hairus mendaipaitkain 
perlindungain hukum yaing diaitur sebaigaiimainai dailaim Undaing-undaing Nomor 8 Taihun 
1999 tentaing Perlindungain Konsumen. 

Dairi kelailaiiain yaing dilaikukain oleh tenaigai kesehaitain tersebut menimbulkain pertaiyaiain, 
yaiitu : mengenaii baigaiimainai bentuk tainggung jaiwaib yaing daipait diberikain pelaiku usaihai 
kepaidai konsumen, sertai mengenaii perlindungain hukum baigi konsumen yaing dailaim hail 
ini aidailaih paisien yaing meraisai dirugikain.2 Berdaisairkain hail tersebut, aidainyai faiktai 
pelaiyainain kesehaitain menjaidi tainggungjaiwaib aipairait pemerintaih sesuaii ketentuain 
Undaing-undaing Nomor 36 Taihun 2009 tentaing Kesehaitain dain merupaikain saitu jaiminain 
yaing hairus dilaiksainaikain berkaiitain dengain Undaing-undang Nomor 39 Tahun 1999 
tentang Hak Asasi Manusia. 3 

Kesehatan merupakan hak dasar manusia yang harus terpenuhi, begitupun bagi tahanan 
dan warga binaan pemasyarakatan yang kebebasannya tertutup oleh jeruji besi karena 
dituduh atau disangka atas kesalahan, atau pelanggaran hukum yang dilakukan atau 
tidak dilakukan, yang dianggap merugikan hak dan kewajiban pihak lain dan atau 
melanggar ketentuan hukum yang berlaku.4 Hubungan antara pasien dengan pegawai 
apotek atau dengan apoteker dilandasi atas kepercayaan, bahwa apoteker memiliki 
pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan profesional dalam pelayanan 
kefarmasian. Kepercayaan inilah yang menjadi salah satu dasar terjadinya perjanjian 
antara pasien dengan apoteker sehingga menimbulkan hubungan hukum dan akibat 
hukum serta masing- masing pihak memikul tanggung jawab hukum.5 

Peran apoteker sangatlah penting bagi proses pengobatan pasien. Apoteker sebagai 
salah satu tenaga kesehatan mempunyai pranan penting karena tekait lansung dengan 
pemberian layanan, khususnya pelayanan kefarmasian. Karena itu kontribusi apoteker 
dalam proses pengobatan tidak dapat dipandang sebelah mata. Keefektipan apoteker 
harus didukung dengan adanya informasi antara apoteker dengan pasien selaku 
prantara diantara keduanya.  

Muhamad Sadi Is dalam bukunya menjelaskan bahwa perlindungan hukum menjamin 
perlindungan akan hak asasi manusia agar masyarakat dapat memiliki hak-haknya sesuai 

                                                             
1 Riza Ameliyani. “Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Konsumen Akibat Kesalahan Pemberian Obat” 
Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 2017. Hlm. 13 
2 Lois Yulius. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk Yang Merugikan 
Konsumen. Jurnal, Lex Privatum, Vol.1 No.3, Juli 2013. Hlm. 9 
3 Hj. Endeh Suhartini, H. Martin Roestamy dan Ani Yumarni. Hukum Kesehatan Bagi Tahanan dan Warga 
Binaan Pemasyarakatan Di Indonesia. Edisi Pertama, Cetakan Pertama, 2018. Hlm. 5 
4 Ibid 
5 Faiqotul Isma Dwi Utami. Efektiviyas Komunikasi Negosiasi Dalam Bisnis. Jurnal 
No.2. Desember 2017. Hlm. 11 
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hukum tanpa ada dirugikan oleh orang lain 6. Hukum menjadi perlindungan masyarakat 
bernegara dan hukum menjamin kepentingan. Perlindungan hukum dijelaskan oleh 
Hadjon merupakan adanya sekumpulan peraturan yang ada sebagai perlindungan 
subjek hukum yaitu terhadap hak asasi manusia beserta harkat dan martabat. 
Perlindungan hukum dari Hadjon meliputi hukum preventif (pencegahan) dan hukum 
represif (pemaksaan) baik pada hukum tertulis maupun lisan. Preventif dalam 
perlindungan hukum menjelaskan bahwa masyarakat dapat mengajukan keberatan atas 
keputusan pemerintah atau dengan kata lain hukum berlaku bersifat pencegahan 
sebelum terjadi adanya suatu pelanggaran7. Hukum represif mengatur penyelesaian 
pada pelanggaran atau menyelesaikan masalah hukum. 

Pengertian apoteker dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
Nomor 73 Tahun 2016, Pasal 1 ayat (9) bahwa apoteker adalah seorang sarjana farmasi 
yang telah lulus sebagai apoteker dan mengucap sumpah jabatan apoteker. Penjelasan 
kasus diatas mengakibatkan kerugian konsumen dan mengancam keselamatan 
konsumen. Apoteker bertanggung jawab atas pemberian obat-obatan yang akan 
dikonsumsi oleh pengguna. Menyangkut hak apoteker tersebut adalah sesungguhnya 
hak yang lebih banyak berhubungan dengan pihak aparat Pemerintan dan/atau Badan 
Penyelsaian Sengketa/pengadilan dalam segala hal yang mengakibatkan terabaikannya 
kepentingan apoteker dapat dihindari. Satu-satunya yang berhubungan dengan 
kewajiban pasien atas hak-hak apoteker yang dihubungkan dengan kewajiban pasien 
untuk mengikuti upaya penyelesaian sengketa konsumen.8 

Tenaigai kesehaitain dailaim bidaing kefairmaisiain aidailaih Aipoteker. Dailaim Peraiturain 
Pemerintaih Nomor 51 Taihun 2009 tentaing Pekerjaiain Kefairmaisiain, Paisail 21 aiyait (2) 
dijelaiskain baihwai yaing boleh melaiyaini pemberikain obait aidailaih Aipoteker. Hubungain 
hukum aintairai Aipoteker dengain Paisien berdaisairkain Undaing-Undaing Nomor 8 Taihun 
1999 tentaing Perlindungain Konsumen, yaiitu Aipoteker daipait bertindaik sebaigaii pelaiku 
usaihai dain paisien sebaigaii konsumen, yaikni pemaikaii jaisai laiyainain kesehaitain. Obait-
obaitain menurut Permenkes Nomor 73 Taihun 2016 paidai Paisail 1 aiyait (6): 

“Obait-obaitain aidailaih baihain aitaiu paiduain baihain termaisuk produk biologi yaing 
digunaikain untuk mempengairuhi aitaiu menyelidiki sistem fisiologi aitaiu keaidaiain paitologi 
dailaim raingkai penetaipain diaignosis, pencegaihain, penyembuhain, pemulihain, 
peningkaitain kesehaitain dain kontraisepsi untuk mainusiai.” 

Dengain demikiain, baihwai obait-obaitain merupaikain kebutuhain biologis baigi mainusiai 
dailaim menunjaing kesehaitain dain keselaimaitain konsumen. Dairi penjelaisain yaing telaih 
dipaipairkain sebelumnyai dain kaisus yaing saingait merugikain konsumen hinggai memiliki 
daimpaik terburuk memaikain korbain jiwai. Maisyairaikait sebaigaii konsumen obait-obaitain 
jugai memiliki perlindungain hukum yaing berlaiku sehinggai konsumen berhaik untuk 

                                                             
6Muhamad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum., Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 46. 
7 Philipus M. Hadjon, 1998, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 20. 
8Arnando Umboh. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak 
Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia. Lex Privatum No. 6. 
Agustus 2018. Hlm 7 



Yumi Yuningsih, Hj Endeh Suhartini, Jacobus Jopie Gilalo (2024) 
Analisis Yuridis Pertanggung jawaban apotek Atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen 
Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan 
Jurnal Hukum tora: 10 (2): 220-236 
 

223 
 

mendaipait pertainggungjaiwaibain oleh pelainggair hukum.9 Dailaim Undaing-Undaing Nomor 
17 Taihun 2023 Tentaing kesehaitain, beberaipai ketentuain diaitur sebaigaii berikut: 

a. Berkaiitain dengain Kelailaiiain 

Paisail 193 Undaing-Undaing Nomor 17 Taihun 2023 : “Rumaih Saikit bertainggung jaiwaib 
secairai hukum terhaidaip semuai kerugiain yaing ditimbulkain aitais kelailaiiain yaing ditaikukain 
oleh Sumber Daiyai Mainusiai Kesehaitain Rumaih Saikit“. 

b. Berkaiitain Dengain Perlindungain Paisien  

Dailaim Paisail 273 huruf f disebutkain baihwai setiaip oraing berhaik mendaipaitkain 
pelindungain aitais perlaikuain yaing tidaik sesuaii dengain hairkait dain mairtaibait mainusiai, 
morail, kesusilaiain, sertai nilaii sosiail budaiyai 

c. Mengenaii Gainti Rugi  

Paisail 448 Dailaim hail tindaik pidainai sebaigaiimainai dimaiksud dailaim Paisail 428, Paisail 43O 
saimpaii dengain Paisail 435, Paisail 437, PaisaiJ442,Paisail 444, Paisail 445, dain Paisail 446 
dilaikukain oleh korporaisi, selaiin dikenaii pidainai dendai, korporaisi jugai dikenaii pidainai 
taimbaihain berupai pembaiyairain gainti rugi sebaigaiimainai yaing di caintumkain dailaim paisail 
448 huruf ai, sertai dailaim paisail 275 di sebutkain baihwai Tenaigai Medis dain Tenaigai 
Kesehaitain yaing memberikain Pelaiyainain Kesehaitain dailaim raingkai tindaikain 
penyelaimaitain nyaiwai aitaiu pencegaihain kedisaibilitaisain seseoraing paidai keaidaiain Gaiwait 
Dairurait dain/ aitaiu paidai bencainai dikecuailikain dairi tuntutain gainti rugi. Berdaisairkain laitair 
belaikaing tersebut penulis ingin mengaingkait permaisailaihain yaing dituaingkain dailaim 
bentuk penulisain hukum yaing berjudul " Tanggung Jawab Hukum Bagi Apotiek Atas 
Kelalaian Pemberian Obat Tehadap Konsumen”  

Discussion 

Tanggung Jawab Apotek Akibat Kelalaian Dalam Memberian Obat Terhadap Konsumen 

Paidai SOP jaisai laiyainain kefairmaisiain yaing dihairuskain ini menjaidi pokok aitaiu penilaiiain 
gunai menghitung kelailaiiain aipoteker paidai menberikain obait. Paidai umumnyai, SOP baiku 
pelaiyainain Kefairmaisiain diaintairainyai iailaih:  

1. Perain Aipoteker dihairuskain buait menaimbaih pemaihaimain, keuletain, sertai sikaip 
supaiyai bisai melaiksainaikain hubungain laingsung terhaidaip paisien. Dailaim hubungain ini 
tidaik laiin iailaih penyaimpaiiain keteraingain obait sertai konseling terhaidaip paisien  

2. Aipoteker waijib mengetaihui sertai memaihaimi aipaibilai mungkin timbulnyai 
kejaidiain kelailaiiain pengobaitain paidai berjailainnyai jaisai laiyainain sertai mengainailisis, dain 
menainggulaingi maisailaih dengain Obait (drug relaited problems), persoailain 
fairmaikoekonomi, sertai fairmaisi sosiail (sociophairmaicoeconomy). Tentaing penyeraihain 
obait dengain khusus, SOP jaisai laiyainain kefairmaisiain aitaiu yaing khususnyai diketaihui 
menjaidi Pelaiyainain fairmaisi klinik yaing hairus ditaiaiti aipoteker aidailaih:  

                                                             
9 Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan. Transmedia Pustaka, 
Jakarta Selatan. Hlm. 39 
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ai. Pengkaijiain Resep  

b. Dispensing  

c. Pelaiyainain Informaisi Obait  

d. Konseling  

e. Pelaiyainain Kefairmaisiain di rumaih (homephairmaicy caire);  

f. Pemaintaiuain Teraipi Obait (PTO); sertai  

g. Monitoring Efek Saimping Obait (MESO).10 

Jelaislaih baihwai paidai upaiyai menyaimpaiikain perlindungain hukum terhaidaip paisien dairi 
kelailaiiain aipoteker saiait menyaimpaiikain obait sudaih terdaipait pengaiturain hukumnyai 
paidai bermaicaim undaing-undaing tentaing kesehaitain dain kefairmaisiain dain terdaipaitnyai 
kode etik profesi menjaidi laindaisain terhaidaip aipoteker paidai melaikukain profesinnyai 
aigair lebih teliti saiait mengainailisai baicaiain resep dairi dokter. 

Medicaition error merupaikain peristiwai yg di ainggaip mencederaii paisien daimpaik 
pengunaiain obait dengain jaingkai waiktu di tainggaini oleh tenaigai kesehaitain, naimun 
sehairusnyai bisai diceggaih. Peristiwai medicaition error iailaih baib dairi aidverse drug event. 
Aideverse drug event (AiDE) merupaikain kecelaikaiain paidai pengunaiain obait secairai terus 
menerus. AiDE bisai kejaidiain keterkaiitain kesailaihain. Berdaisairkain faise peristiwai, 
medicaition error bisai dibaigi sebaigaii prescribing error.11 

Waiktu kongres di Inggris membuait perundinggain tentaing praiktikpraiktik telaih di 
kaitegorikainaimenjaidi suaitu prescribing error, aidailaih peresepain tainpai 
memperhitungkain staitus klinis paisien, tidaik memperhitungkain perkairai fairmaisetik 
yaing penting, kegaigailain mengkomunikaisikain informaisi penting, sertai kesailaihain di 
penyailinain.   

Aipotek mendaipaitkain perainain istimewai paidai jaisainyai di obait aitais laindaisain resep sertai 
yg bekerjaisaimai hail itu, dain jaisai obait tiaidai resep yaing aiwaim terpaikaii di tempait tinggail. 
Jaisai obait ini aipoteker waijib beraidaiptaisi dengain paisien aitaiu oraing yaing saikit, dengain 
obait yaing dimaiksudkain paisien bisai menmulihhkain oraing saikit dain aitaiu tainpai 
imbaisnyai yaing merugikain oraing laiin. Tainggung jaiwaib aipoteker di aipotek di Indonesiai 
iailaih: 

1. Tainggungjaiwaib daisair obait mengunaikain resep Aipoteker hairus mengungkaipkain 
perihail obait terhaidaip paisien, kairenai aipoteker memaihaimi:  

ai. Dengain cairai aipai obait taidi dibuait  

b. Daimpaik obait kain bisai terjaidi  

c. Penormailain obait dengain jenis jenis kondisi  

d. Aiturain sertai cairai pengunaiain obait  

                                                             
10 Anonim. 1990. The Role Of The Pharmacist In Health Care System, Jakarta, Airlangga, Hlm. 38 
11 Adelina Ginting, 2008, Penerapan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, Medan: Penerbit USU, 
Hlm. 53 
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2. Tainggungjaiwaib aipoteker buait memberi keteraingain terhaidaip semuai oraing 
dengain mengunaikain obait bebais tertentu. Berlaindaiskain Paisail 4 Peraiturain Pemerintaih 
Nomor 51 taihun 2009 perihail Pekerjaiain Kefairmaisiain, tainggungjaiwaib aipoteker 
merupaikain:  

ai. Menjaigai paisien sertai semuai oraing paidai pelaiksainaiain Pekerjaiain Kefairmaisiain 
dijailainkain Tenaigai Kefairmaisiain;  

b. Menegaikkain sertai menaiikain mutu Pekerjaiain Kefairmaisiain seraisi paidai 
perkembaingain ilmu pengetaihuain sertai teknologi;  

c. Mendaipaitkain kepaistiain hukum baigi paisien, maisyairaikait, sertai Tenaigai 
Kefairmaisiain.12 

Aipoteker waijib keraip mengaimaiti kebutuhain paisien saiait mengaiwaisi dain memelihairai 
haik-haik paisien. Begitu jugai aipoteker waijib membelai Fairmaisi Indonesiai sertai 
menaiiktkain mutu terkaiit pekerjaiain kefairmaisiain saimaiaii dailaim perkembaingain ilmu 
pengetaihuain sertai teknologi sertai medaipaitkain kepaistiain hukum olehp paisien sertai 
semuai oraing dain kepaidai tenaigai kefairmaisiain sendri. Sesuaii haisil Kongres WHO di New 
Delhi di taihun 1990 baidain duniai merekomendaisikain kemaimpuain sertai tainggung 
jaiwaib kepaidai fairmaisi yaing secairai gairis besair aidailaih sebaigaii berikut:  

1. Mengetaihui daisair daisair jairingain mutu obait aigair bisait dipertainggung jaiwaibkain 
perain sertai pengaiwaisainnyai.  

2. Memaihaimii persoailain jailain distribusi obait sertai kontrol, sertai mengerti daisair 
daisair keberaidaiainyai.  

3. Mengetaihui benair sistem nilaii obait.  

4. Mengaitur keterainggain obait sertai melaiksainaikain jaisai keterainggain  

5. Bisai mengaisih aidvice yaing faiktuail paidai paisien perihail penyaikit ringain, dain taik 
sedikit terhaidaip paisien paidai penyaikit kronik yaing sudaih divonis betul 
penyembuhainnyai.  

6. Bisai melindungi kehaingaitain interaiksi sertai perain jaisai medic mengunaikain jaisai 
fairmaisi.13 

Dokter menulis di resep obait paidai umumnyai kemudiain, buait diseraihkain terhaidaip 
aipoteker. Dokter paidai memberikain obait tidaik bekerjai sendiriain, iai dibaintu aipoteker. 
Aipoteker mempunyaii fungsi yaing begitu penting ketikai menemaini, membeikain 
pengairaihain, mendukung pengidaip menghindairi sertai mengaitur komplikaisi aipaibilai 
muncul, menghindairi sertai sertai mengaitur daimpaik dairi obait, menyeraisikain dosis obait 
yaing waijib digunaikain pengidaip iailaih pekerjaiain profesi kefairmaisiain. Hubungain hukum 
aintairai aipoteker dengain paisien timbul ketikai paisien daitaing ke tempait penebusain obait 
(aipotek), paisien memberikain resep yaing dibaiwainyai. Aipoteker hairus memberikain obait 

                                                             
12 Agus Brotosusilo, 1998, makalah “Aspek- Aspek Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Sistem 
Hukum di Indonesia”,Jakarta: YLKI-USAID, hlm. 46 
13 Suharjo B. Cahyono, Membangun Budaya Keselamatan Pasien, Cetakan kelima (Yogyakarta: Kanisius, 
2008), hlm 381. 
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seraisi saimai aitais reses yaing di tulis. Kailaiu obait maiupun isi dosis obait yaing telaih 
diperoleh taik cocok saimai yaing telaih di tulis diresep tersebut, di paistikain aipoteker 
sudaih menjailainkain kelailaiiain.14 

Ketikai sudaih benair aipoteker menjailainkain kelailaiiain, baihwai bisai menyebaibkain 
perlindungain dengain daisair hukum yaing berlaiku terhaidaip paisien. Sebaib paisien 
mempunyaii haik buait memperoleh obait yaing cocok saimai resep. Baihwai paisien bisai 
memperoleh menjailainkain jaiminain hukum buait memperoleh haik-haiknyai. Sebailiknyai 
saimai ketikai aipoteker sudaih menjailainkain kelailaiiain lailu diai waijib bertainggung jaiwaib 
dengain kelailaiiainnyai, dain bersediai berlaikunyai hukum. 

1. Tainggung Jaiwaib Perdaitai  

Paidai hail menaiikain kuailitais aipotek, saiait menyaimpaiikain interkaisi pemberiain terhaidaip 
obait resep dokter dihairaipkain ketelitiainmyai paidai mengainlisai sertai menympaiikain obait 
aigair mecegaih hail yaing tidaik diingginkain dain sehinggai kelailaiiain paidai meraicik obait 
yaing sesuaii prosedur supaiyai tidaik terjaidi kejaidiain menyaimpaiikain obait di nilaii tidaik 
baiik saimpi bisai berdaimpaik kemaitiain kepaidai paisien. Begitulai daimpaik aipoteker saiait 
menaijailainkain haik haik sertai kewaijibainnyai waijib sertai di iringi prilaiku yaing raimaih sertai 
penuh tainggung jaiwaib.  

Bilai aipoteker yaing melaikukain kelailailiainnyai naimun tidaik maiu menjailainkain kewaijibain 
tersebut, maikai bisai jaidi ailaisaiainyai di laiporkain aitaiu di gugais secairai hukum yaing berlaiku 
dain sebaigaii penggainti dairi aipai yaing di perbuait sertai timbail bailik terkaiit kecelaikaiain 
yaing di ailaimi korbain tersebut, airtinyai aipaipum yaing menjaidi kewaijibain seoraing profesi 
aipoteker hairus maimpun dain sifaitnyai waijib di sifaitnyai menjailaikain aitais kesailaihainnyai 
yaing bertujuain sebaigaii gainti dairi kesailaihainnyai. Kepaidai aipoteker yaing ailpai dairi hail 
menyaimpaiikain suaitu obait yg berefek saimping tidaik baiik ke paisien bisait di gugait 
dengain hukum yaing berlaiku saiait ini dengain ailais ain melainggair aiturain.15 

Paidai Undaing-Undaing perlindungain konsumen Paisail 19 mengaitur tainggung jaiwaib 
pelaiku usaihai menjaidi berikut:  

ai. Pelaiku usaihai bertainggung jaiwaib mempersembaihkain gainti rugi aitais kerusaikain, 
pencemairain, maiupun kerugiain konsumen dairi mengkonsumsi bairaing maiupun jaisai 
yaing dihaisilkain aitaiu diperdaigaingkain.  

b. Gainti rugi sebaigaiimainai dimaiksud paidai aiyait (1) daipait berupai pengembailiain 
uaing aitaiu penggaintiain bairaing dain/aitaiu jaisai yaing sejenis aitaiu setairai nilaiinyai, aitaiu 
peraiwaitain kesehaitain dain/aitaiu pemberiain saintunain yaing sesuaii dengain ketentuain 
peraiturain perundaing-undaingain yaing berlaiku.  

c. Pemberiain gainti rugi dilaiksainaikain dailaim tenggaing waiktu 7 (tujuh) hairi setelaih 
tainggail trainsaiksi.  

                                                             
14 Nievwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatam, terjemahan Djasadin Saragih, Universitas Airlanggs, 
Durabaya, 1985, hlm. 57 
15 Yusuf Sofie, 2002, Pelaku Usaha, Konsumen Dan Tindak Korporasi. Jakarta, Ghalia Indonesia, Hlm. 37 
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d. Pemberiain gainti rugi sebaigaiimainai dimaiksud paidai aiyait (1) dain aiyait (2) tidaik 
menghaipuskain kemungkinain aidainyai tuntutain pidainai berdaisairkain pembuktiain lebih 
lainjut mengenaii aidainyai unsur kesailaihain.  

e.   Ketentuain sebaigaiimainai dimaiksud paidai aiyait (1) dain aiyait (2) tidaik berlaiku 
aipaibilai pelaiku usaihai daipait membuktikain baihwai kesailaihain tersebut merupaikain 
kesailaihain konsumen. Paidai tainggung jaiwaib pelaiku usaihai di aitais meliputi 3 hail yaing 
signifikain sebaigaii berikut:  

1). Tainggung jaiwaib gainti kerugiain aitais kerugiain;  

2). Tainggung jaiwaib gainti kerugiain aitais pencemairain sertai  

3). tainggung jaiwaib gainti kerugiain aitais kerugiain konsumen.  

Paidai hail ini seoraing paisien yaing mengailaimi kerugiain dairi kelailaiiain aipoteker saiait 
memberikain obait kepaidai paisien yaing menjaidi konsumen daipait berupaiyai 
mendaipaitkain aitaiu menuntut dairi tainggung jaiwaib aipotek sebaigaii pelaiku usaihai. 
Berlaindaiskain undaing-undaing perlindungain konsumen maikai seoraing paisien bisai 
melaikukain tuntutain berdaisairkain perbuaitain melaiwain hukum telaih di aitur dailaim Paisail 
1365 Kitaib Undaing-Undaing Hukum Perdaitai. Tuntutain dairi haisil gainti kerugiain yg 
berlaindaiskain dengain perbuaitain melainggair hukum tidaik hairus aidai didaihului dengain 
suaitu perjainjiain aintairai produsen (aipoteker) saimai konsumen (paisien), kairenai gugaitain 
gainti kerugiain bisai dijailainkain di semuai oraing yaing terlibait persoailain meraisai dirugikain, 
meskipun tidaik aidai terkaiitain hubungain perjainjiain saimai produsen dain konsumen. 
Paidai hail ini pihaik ketigai bisai menuntut gainti kerugiain.16 

Untuk bisai memperoleh tuntutain gainti kerugiain, naimun aidaipun kerugiain ini waijib aidai 
aikibait dairi perbuaitain melainggair hukum. Sebaigaiimainai dijelaiskain bisai memperoleh 
tuntutain gainti rugi waijib aidai syairait syairait ini yaiitu:  

1.  Terdaipait perbuaitain melaiwain hukum  

2.  Terdaipait kerugiain  

3. Terdaipait hubungain kaiusailitais aitais perbuaitain melainggair hukum sertai kerugiain 
sertai  

4. Terdaipait kesailaihain Beraisail dairi 4 syairait syairait perbuaitain melaiwain hukum taidi 
bisai dijelaiskain yaiitu:  

ai. Perbuaitain melainggair hukum  

Paidai hail ini aidai pembedai aintairai perbuaitain melainggair hukum di baiwaih taihun 1919 
diidentikain aitais perbuaitain melainggair undaingundaing, tetaipi sehaibis taihun 1919 
(kaisus Lindenbaium Cohen), perbuaitain melainggair hukum taik saijai melainggair undaing-
undaing, tetaipi merupaikain perbuaitain melainggair hukum bisai:  

1). Melainggair haik oraing laiin;  

                                                             
16 Moh. Hatta, Hukum Kesehatan & Sengketa Medik, Cetakan pertama (Yogyakarta: Liberty, 2013), hlm. 
165 
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2). Bertentaingain saimai kewaijibain hukum si pembuait;  

3). Berlaiwainain aintairai kesusilaiain baiik; dain  

4). Berlaiwainain saimai prilaiku teliti yg waijib diistimewaihkain paidai sosiail semuai oraing 
kepaidai individ maiupun oraing laiin.  

Dairi penaifsirain peneliti profesi aipoteker paidai menjailainkain pelaiyainain sesuaii kode etik 
ikrair jaibaitainnyai telaih paisti waijib teliti paidai mengainailisai resep dokter aigair benair paidai 
meraicik maiupun mengaisihlaim obait kepaidai paisien yg bisai berefek tidaik baiik kairenai 
kelailaiiainnyai. Unsur perbuaitain melaiwain hukum yaing pertaimai iailaih melainggair haik 
oraing laiin sebaigaiimainai tersebut di aitais pendaipait Vain Der Grinten baihwaisaihnyai taik 
seoraingpun daipait merusaik bairaing oraing laiin tainpai suaitu kewenaingain. Kailaiu oraing 
berkelaikuain seperti itu, lailu iai dailaim Aihmaidimiru & Sutairmain, hail. 129-130 62 bisai 
melainggair haik oraing laiin kairenai digolongkain menjaidi perbuaitain melainggair hukum.  

Dain buait menjailainkain pelainggairain haik oraing laiin dipertainggung jaiwaibkain 
berdaisairkain daipaitnyai kesailaihain dairi oraing yaing berkaiitain. Bertolaikain saimai 
kewaijibain hukum si pembuait menjaidi suaitu keduai dairi perbuaitain melainggair hukum. 
Kewaijibain hukum yaing dimaiksud iailaih merupaikain kewaijibain menurut undaing - 
undaing. baiik yaing terkelompok hukum public aitaiu hukum privait. 17 

Berlaindaiskain yurisprudensi melainggair kewaijibain undaing - undaing taik hainyai iailaih 
perbuaitain melainggair hukum aidai persyairaitain sebaigaii berikut:  

1. Pelainggairain tersebut keperluain penggugait dilainggair maiupun diaincaim  

b. Keperluain tersebut dijaigai saimai kewaijibain yg dilainggair;  

c. Keperluain yaing dijaigai sesuaii Paisail 1365 KUH Perdaitai;  

d. Pengingkairain yaing taik paitut paidai si penggugait sikaip sertai perbuaitainnyai sendiri;  

e. Taik aidai buait ailaisain pembenair.  

Aidaipun ketentuain ketentuain ini dicukupi lailu pelainggairain aitais kewaijibain aidailaih 
perilaiku melainggair hukum. Pelainggairain kepaidai prilaiku haiti-haiti di maisyairaikait kepaidai 
oraing maipun bairaing oraing laiin sebaigaii istimewaih terhaidaip penaisihait hukum sertai 
haikim yaing mencaikupkain tigai baib tersebut. sebaigaiimainai dairi kesailaihain sudaih 
dikonfirmaisi menjaidi unsur individu sudaih dibebaiskain. Airti dairi kesailaihain dairi sikaip 
tersbut tidaik hainyai dihaipuskain tetaipi pengunaiain sinonim saimai perbuaitain melainggair 
hukum.  

Pelainggairain sikaip haiti-haiti saingait penting sebaigaiimainai dikemukaikain oleh Lord 
Maicmillain baihwai hukum taik melihait tidaik telitiain dengain tidaik laingsung tetaipi cumai 
memperlihaitkain jikai ketidaikhaiti-haitiain itu berkaiitain dengain aidainyai kewaijibain buait 
bertindaik haiti-haiti, setai pelainggairain terhaidaip kewaijibain sudaih mengaikibaitkain 
kerugiain. Paidai hail ini menjaidi saitu tainggung gugait iailaih hail ini menjaidikain tergugait 
berkewaijibain kepaidai pengugait untuk buait betindaik waispaidai, naimun dairi penggugait 

                                                             
17 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2005, Hukum perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, hlm. 125-130 
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waijib mendaipaitkain bukti iai sudaih menglaimi kerugiain daimpaik pelainggairain kewaijibain 
ini. Aikain tetaipi kailaiu di lihait dairi perbuaitain melainggair hukum jaidi dimudaihkain bisai 
disebut perbuaitain melainggair hukum airtinyai perbuaitain yaing terlairaing saimai staindair 
perilaiku normail semuai oraingt. Seoraing paisien bisait menuntut aipoteker yaing lailaii paidai 
memberikain obait berlaindaiskain syairait kerugiain paidai perbuaitain melaingair hukum.18 

Pendaipait kerugiain oleh Niewenhuis merupaikain kuraingnyai hairtai kekaiyaiain dairi pihaik 
yaing saitu diaikibaitkain dairi perbuaitain (melaikukain aitaiu membiairkain) yaing melainggair 
normai oleh pihaik laiin. Kerugiain yaing dilaikukain seseoraing dengain gairis besair bisai di 
baigi aitais duai iailaih kerugiain yaing menimpai diri sertai kerugiain yaing menimpai hairtai 
bendai seseoraing. Aikain tetaipi kerugiain hairtai bendai sendiri bisai jaidi kerugiain nyaitai 
yaing dijailaini dain kehilaingain keuntungain dibutuhkain. Wailaiupun kerugiain bisai berupai 
kerugiain aitais diri (fisik) seseoraing aitaiu kerugiain yaing menimpai hairtai bendai, tetaipi 
dihubungnkain saimai gainti kerugiain, lailu keduainyai bisai dinilaii dengain uaing (hairtai 
kekaiyaiain).  

2. Tainggung Jaiwaib Hukum Pidainai  

Hukum pidainai aidailaih sailaih saitu baigiain dairi hukum publik, oleh kairenai dailaim publik 
ini titik sentrailnyai aidailaih kepentingain umum. Dailaim doktrin hukum pairai aihli telaih 
sepaikait baihwai untuk daipait dikaitaikain aidainyai suaitu pertainggung jaiwaibain pidainai 
hairus dipenuhi 3 (tigai) syairait. Sebaigaii berikut yaiitu:  

1. Hairus aidai perbuaitain yaing daipait dipidainai yaing termaisuk di dailaim rumusain delik 
undaing-undaing.  

2. Perbuaitain itu daipait dipidainai dain hairus bertentaingain/ melaiwain hukum 
(wederehtelijk).  

3. Hairus aidai kesailaihain si pelaiku.  

Aidaipun unsur kesailaihain (schuld) dailaim pengertiain pidainai aidailaih aipaibilai 
perbuaitain itu:  

1. Bertentaingain dengain hukum (wederrechtelijk)  

2. Aikibait daipait diperkiraikain (voorzienbaiairheid)  

3. Aikibait itu sebenairnyai daipait dihindairkain (overmijdbaiairheid)  

4. Daipait dipertainggungjaiwaibkain (verwjtbaiairheid)  

Suaitu perbuaitain daipait dikaitegorikain sebaigaii criminail mailpraictice aipaibilai memenuhi 
rumusain delik pidainai, yaiitu perbuaitain tersebut hairus merupaikain perbuaitain tercelai 
dain dilaikukain sikaip baitin yaing sailaih yaiitu berupai kesengaijain, kecerobohain aitaiu 
keailpaiain. Dailaim hukum, mailaipraiktik aidailaih suaitu jenis kelailaiiain dailaim staindair 
profesionail yaing berlaiku umum, dain pelainggairain aitais tugais yaing menyebaibkain 
seseoraing menderitai kerugiain. Hail ini dilaikukain oleh seoraing profesionail aitaiupun 

                                                             
18 Ibid. Hlm. 75 
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baiwaihainnyai, aigen aitais naimai klien aitaiu paisien yaing menyebaibkain kerugiain baigi klien 
aitaiu paisien.19 

Menurut Leenen, suaitu tindaikain medis secairai maiteriil tidaik bertentaingain dengain 
hukum aipaibilai dipenuhi syairait-syairait sebaigaii berikut:  

1. Tindaikain itu mempunyaii indikaisi medis paidai suaitu peraiwaitain yaing konkrit.  

2. Tindaikain itu dilaikukain sesuaii dengain ketentuain teraipi pengobaitain. 

3. Tindaikain itu dilaikukain dengain izin/ persetujuain paisien.  

Aidainyai perbedaiain penting aintairain tindaik pidainai biaisai dengain tindaik pidainai medik 
aidailaih:  

1. Paidai tindaik pidainai biaisai yaing terutaimai diperhaitikain aidailaih aikibaitnyai (gevolg) 
sedaing paidai tindaik pidainai medik yaing penting bukain aikibaitnyai tetaipi 
penyebaibnyai/kaiusainyai. Wailaiupun  aikibaitnyai faitail, tetaipi tidaik aidai unsur 
kesailaihain/kelailaiiain maikai aipoteker tersebut tidaik daipait disailaihkain.  

2. Tindaik pidainai biaisainyai daipait ditairik gairis laingsung aintairai sebaib dain aikibaitnyai 
kairenai kaisusnyai jelais, oraing menusuk perut oraing laiin dengain pisaiu hinggai perutnyai 
terlukai.  

Kesailaihain aitaiu kelailaiiain tenaigai kesehaitain daipait terjaidi di bidaing hukum pidainai, 
diaitur aintairai laiin dailaim Paisail 263, 267, 294 aiyait (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 
351, 359, 360, 361, 531 Kitaib Undaing-Undaing Hukum Pidainai.  

Dailaim tindaik pidainai kesehaitain lebih menekainkain paidai proses aitaiu upaiyai semaiksimail 
mungkin paidai tindaikain medis yaing dilaikukain, setelaih aidai aikibait yaing daipait 
dikaitegorikain tindaik pidainai. Paidai kaisus yaing terjaidi di Inggris paisien mengailaimi 
kerusaikain otaik menetaip aikibait meminum obait (Daionil) glibenclaimide penurunain gulai 
dairaih, sedaingkain yaing diresepkain (Aimoxil) aintibitotik Aimoxicillin dain di Indonesiai 
Paisien komai kairenai penggunaiain obait penurun kaidair gulai dairaih glibenclaimide, 
sedaingkain yaing diresepkain mehtylergotaimine untuk menghentikain pendairaihain paiscai 
operaisi. Dairi duai kaisus ini aikibait dairi tindaik pidainai telaih terpenuhi, baihwai paisien 
mengailaimi komai dain kerusaikain otaik aikibait kesailaihain pemberiain obait oleh aipoteker, 
kairenai aipoteker sailaih membaicai aitais intruksi yaing diberikain dokter.20 

Perlu diidentifikaisi terlebih daihulu, baihwai dokter mempunyaii kewaijibain menulis resep 
dengain lengkaip dain jelais, dain aipoteker mengkonfirmaisi jikai terjaidi kesailaihain paidai 
penulisain resep. Kewaijibain dokter untuk menuliskain resep dengain baiik hairus 
dilaikukain sehinggai intruksi dokter tersebut dain terbaicai dengain baiik, dain pelaiyainain 
resep dokter oleh aipoteker daipait dilaikukain dengain baiik pulai. Tidaik aidai ailaisain dokter 
menuliskain resep dengain tidaik jelais, aidai haik paisien untuk mengetaihui obait aipai yaing 
diberikain dain teraipi aipai yaing hairus dilaikukain untuk kesembuhainnyai. Sesuaii 
ketentuain UU No. 36 Taihun 2014 tentaing Tenaigai Kesehaitain Ketentuain Pidainai Paisail 
84, sainksi yaing diberikain:  

                                                             
19 Ibid. Hlm. 63 
20 Ibid. hlm. 214 
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1. Setiaip tenaigai kesehaitain yaing melaikukain kelailaiiain berait yaing mengaikibaitkain 
Penerimai Pelaiyainain Kesehaitain lukai berait dipidainai dengain pidainai penjairai pailing laimai 
3 (tigai) taihun.  

2. Jikai kelailaiiain berait sebaigaiimainai dimaiksud paidai aiyait (1) mengaikibaitkain 
kemaitiain, setiaip tenaigai kesehaitn dipidainai dengain pidainai penjairai pailing laimai 5 (limai) 
taihun.21 

Upaya Hukum Yang dilakukan Konsumen Atas Kelalaian Apotek Terhadap Pemberian 
Obat 

Seoraing aipoteker aitaiu pelaiku usaihai bisai dituntut aitais daisair perbuaitain melaiwain 
hukum sebaigaiimainai yaing di aitur dailaim Paisail 1365 dailaim lingkup Undaing-Undaing 
Perlindungain Konsumen. sertai terhaidaip konsumen bisai mengaijukain tuntutainnyai ke 
Baidain Penyelesaiiain Sengketai. sebaigaiimainai yaing di aitur dailaim UUPK dailaim Baib Xl 
Paisail 49 saimpaii dengain Paisail 58 tentaing Baidain Penyelesaiiain Sengketai Konsumen 
(selainjutnyai disebut BPSK). Baidain ini dibentuk oleh pemerintaih yaing bertugais 
menaingaini sertai menyelesaiikain sengketai aintairai pelaiku usaihai dengain konsumen, 
naimun bukainlaih baigiain dairi institusi kekuaisaiain kehaikimain. Selainjutnyai dailaim Baib XIII 
Paisail 60, berkaiitain dengain BPSK, mengaitur mengenaii kewenaingain BPSK dailaim 
menjaituhkain sainksi aidministraitif. Konsep daisair pembentukain BPSK aidailaih untuk 
menaingaini penyelesaiiain sengketai aintairai pelaiku usaihai dengain konsumen, yaing paidai 
umumnyai meliputi jumlaih nilaii yaing kecil, naimun dailaim pelaiksainaiainnyai tidaik aidai 
baitaisain nilaii pengaijuain gugaitain, sehinggai dimungkinkain gugaitain konsumen meliputi 
jumlaih nilaii yaing kecil hinggai nilaii yaing besair.22 

Sehinggai aipaibilai terjaidi kelailaiiain dain kesailaihain dailaim pemberiain obait paidai paisien 
selaiku konsumen maikai dailaim hail ini konsumen yaing meraisaikain daimpaik dairi 
kesailaihain pemberi jaisai pengobaitain yaing lailaii dailaim menjailainkain fungsi kesehaitain 
yaing sebaigaiimainai mestinyai daipait mengaijukain gugaitain kepaidai Baidain Penyelesaiiain 
Sengketai Konsumen (BPSK) sebaigaiimainai diaitur dailaim Paisail 52 huruf I Undaing-undaing 
Perlindungain Konsumen (UUPK) Paisail 3 huruf I SK Menteri perindustriain dain 
Perdaigaingain Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, gugaitain dijaituhkain pailing laimbait dailaim 
waiktu 21 (duai puluh saitu) hairi kerjai sejaik gugaitain diterimai di Sekretairis Baidain 
Penyelesaiiain Sengketai Konsumen (BPSK), di mainai hairi kerjai ini sudaih termaisuk 10 
(sepuluh) hairi kerjai.  

Sifait dairi putusain Baidain Penyelesaiiain Sengketai Konsumen bersifait Finail dain mengikait. 
Kaitai ”Finail” di situ menurut Penjela isain Paisail 54 aiyait (3) Undaing-undaing Perlindungain 
Konsumen (UUPK) baihwai tidaik aidai upaiyai hukum bainding aitaiu kaisaisi aitais putusain 
Maijelis Baidain Penyelesaiiain Sengketai Konsumen (BPSK) Haisil penyelesaiiain sengketai 
konsumen dengain cairai konsiliaisi aitaiu mediaisi dibuait dailaim perjainjiain tertulis yaing 
ditaindai taingaini oleh konsumen dain pelaiku usaihai, selainjutnyai dikuaitkain dengain 
putusain maijelis yaing ditaindaitaingaini oleh ketuai dain ainggotai maijelis. Putusain maijelis 
dailaim konsiliaisi dain mediaisi tidaik memuait sainksi aidministraitif.  

                                                             
21 Ibid. Hlm. 101 
22 Ibid. Hlm. 86 
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Sedaingkain haisil penyelesaiiain sengketai konsumen dengain cairai airbitraise dibuait dengain 
putusain maijelis yaing ditaindaitaingaii oleh ketuai dain ainggotai maijelis. Putusain maijelis 
dailaim airbitraise daipait memuait sainksi aidministraitif, putusain maijelis disebut putusain 
BPSK. Proses dikeluairkainnyai putusain Baidain Penyelesaiiain Sengketai Konsumen (BPSK) 
dilaikukain dengain taihaipain, yaiitu : ai. Didaisairkain aitais musyaiwairaih untuk mencaipaii 
mufaikait; b. Maiksimail jikai hail itu telaih diusaihaikain (dengain Sunguh-sunguh), ternyaitai 
tidaik tercaipaii mufaikait, maikai putusain dilaikukain dengain cairai Voting/suairai terbainyaik.  

Aimair putusain Baidain Penyelesaiiain sengketai Konsumen (BPSK) terbaitais paidai 3 
ailternaitif, yaiitu:  

1. Perdaimaiiain;  

2. Gugaitain ditolaik;  

3. Gugaitain dikaibulkain.  

Jikai gugaitain dikaibulkain, maikai dailaim aimair putusain ditetaipkain kewaijibain yaing 
hairus dilaikukain oleh pelaiku usaihai, daipait berupai sebaigaii berikut :  

1. Gainti rugi aitais kerusaikain, pencemairain dain/aitaiu kerugiain konsumen aikibait 
mengkonsumsi bairaing dain/aitaiu memainfaiaitkain jaisai. Hail ini daipait berupai:  

ai. Pengembailiain uaing;  

b. Penggaintiain bairaing dain/aitaiu jaisai yaing sejenis aitaiu setairai nilaiinyai; aitaiu  

c. Peraiwaitain kesehaitain dain/aitaiu pemberiain saintunain  

2. Sainksi aidministraisi berupai penetaipain gainti rugi maiksimail Rp 200.000.000,00 
(duai raitus jutai rupiaih).  

Dailaim hail pelaiku usaihai menerimai (menyetujui aitaiu sependaipait) diktum (aimair, isi) 
putusain Baidain Penyelesaiiain Sengketai Konsumen (BPSK), maikai iai waijib melaiksainaikain 
putusain tersebut dailaim jaingkai waiktu 7 (tujuh) hairi kerjai terhitung sejaik menyaitaikain 
menerimai putusain Baidain Penyelesaiiain Sengketai Konsumen (BPSK). Jikai pelaiku usaihai 
tidaik menggunaikain upaiyai keberaitain aitaiu upaiyai hukum, maikai putusain Baidain 
Penyelesaiiain Sengketai Konsumen (BPSK) menjaidi berkekuaitain tetaip. Dengain begitu, 
jikai tidaik dilaiksainaikainnyai putusain tersebut, aipailaigi setelaih diaijukain eksekusi 
berdaisairkain Paisail 57 UUPK, maikai tindaikain tersebut merupaikain tindaik pidainai di 
bidaing Perlindungain Konsumen.23 

Wailaiupun BPSK bukain pengaidilain, naimun posisinyai bukainlaih sekedair aidai menjaidi 
pengaikuain dairi haik konsumen buait memperoleh perlindungain hukum dairi 
penyelesaiiain sengketai konsumen dengain baigus naimun posisinyai yaing lebih penting 
iailaih menjailainkain pengontrolain kepaidai pencaintumain klaiusulai baiku terhaidaip pelaiku 
usaihai srtai buait mendukung ketertibain pelaiku usaihai kepaidai UUPK. Kepaidai konsumen 
bisai dituntut dairi pengaidilain aitaiu dairi jailur penyelesaiiain konsumen di luair pengaidilain.  

                                                             
23 Ibid. hlm. 29 
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Dimaiksudkain di dailaim Paisail 45 aiyait (1) dain 47 UUPK menyebutkain baihwai setiaip 
konsumen yaing dirugikain bisai menggugait pelaiku usaihai melailui lembaigai yaing bertugais 
menyelesaiikain sengketai aintairai konsumen dain pelaiku usaihai aitaiu melailui peraidilain 
yaing beraidai dilingkungain peraidilain umum. 

Sehinggai, jikai aidai paisien yaing meraisai dirugikain kairenai kelailaiiainnyai, daipait memintai 
gainti rugi sesuaii dengain Paisail 19 sesuaii Undaing-Undaing Nomor 8 Taihun 1999 
tentaing Perlindungain Konsumen, dain dailaim Paisail 62 aiyait (1) daipait melaiporkain 
aipoteker yaing bersaingkutain kepaidai pihaik berwaijib untuk diproses secairai pidainai 
selaiin itu dailaim Paisail 52 daipait melaikukain gugaitain kepaidai Baidain Penyelesaiiain 
Sengketai Konsumen yaikni baidain yaing bertugais menaingaini dain menyelesaiikain 
sengketai aintairai pelaiku usaihai dain konsumen.24 

Dengain demikiain jelais baihwai seoraing paisien yaing menderitai kerugiain aitais kelailaiiain 
aipoteker dailaim memberikain obait maikai terhaidaip paisien sebaigaii konsumen daipait 
menuntut tainggung jaiwaib aipotek selaiku pelaiku usaihai. Berdaisairkain undaing-undaing 
perlindungain konsumen maikai seoraing paisien daipait melaikukain tuntutain berdaisairkain 
perbuaitain melaiwain hukum sebaigaiimainai yaing di aitur dailaim Paisail 1365 Kitaib Undaing-
Undaing Hukum Perdaitai. Tuntutain gainti kerugiain yaing didaisairkain paidai perbuaitain 
melainggair hukum tidaik perlu didaihului dengain perjainjiain aintairai produsen (aipoteker) 
dengain konsumen (paisien), sehinggai tuntutain gainti kerugiain daipait dilaikukain oleh 
setiaip pihaik yaing dirugikain, wailaiupun tidaik pernaih terdaipait hubungain perjainjiain 
aintairai produsen dengain konsumen. Dengain demikiain pihaik ketigai pun daipait 
menuntut gainti kerugiain. Untuk daipait menuntut gainti kerugiain, maikai kerugiain 
tersebut hairus merupaikain aikibait dairi perbuaitain melainggair hukum. Hail ini berairti 
baihwai untuk daipait menuntut gainti kerugiain hairus dipenuhi unsur-unsur sebaigaii 
berikut:  

ai. Aidai perbuaitain melaiwain hukum;  

b. Aidai kerugiain;  

c. Aidai hubungain kaiusailitais aintairai perbuaitain melainggair hukum dain kerugiain; dain 

 d. Aidai kesailaihain.25 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Ibid. hlm 87 
25 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2005, Hukum perlindungan Konsumen, Jakarta: PT RajaGrafindo 
Persada, hlm. 125-130 
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Conclusion 

Tanggung jawab apotek akibat kelalaian dalam pemberian obat terhadap konsumen 
melibatkan beberapa aspek penting, di antaranya adalah kepatuhan terhadap Standard 
Operating Procedures (SOP), tanggung jawab hukum dan etika profesi, serta 
perlindungan konsumen. Kepatuhan terhadap SOP: Apotek dan apoteker harus 
mematuhi SOP yang mencakup penilaian resep, dispensing, pelayanan informasi obat, 
konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat, dan monitoring 
efek samping obat; SOP ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam 
pemberian obat yang bisa membahayakan pasien; Tanggung Jawab Hukum dan Etika 
Profesi: Apoteker memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang 
diberikan sesuai dengan resep dan tidak menimbulkan efek samping yang merugikan 
pasien; Apoteker wajib memahami dan mengelola potensi masalah terkait obat (drug 
related problems), persoalan farmakoekonomi, dan sosiopharmacoekonomi; Tanggung 
Jawab Perdana: Jika terjadi kesalahan dalam pemberian obat yang merugikan pasien, 
apotek dan apoteker dapat dituntut secara hukum. Tanggung jawab ini mencakup 
penggantian kerugian akibat kesalahan, pencemaran, atau kerugian konsumen. 
Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib 
bertanggung jawab atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat 
penggunaan barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan; Tuntutan Hukum 
dan Ganti Rugi: Pasien yang dirugikan akibat kelalaian apoteker dapat menuntut ganti 
rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum seperti diatur dalam Pasal 1365 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata; Untuk mendapatkan ganti rugi, harus ada bukti 
perbuatan melawan hukum, kerugian yang diderita, hubungan kausalitas antara 
perbuatan dan kerugian, serta kesalahan yang dilakukan; Tanggung Jawab dalam 
Pelayanan Kesehatan: Apoteker harus menjaga hubungan baik dengan pasien, 
memberikan informasi yang akurat tentang obat, dan melaksanakan tugasnya dengan 
hati-hati dan bertanggung jawab; Kelalaian dalam pemberian obat yang berakibat 
merugikan pasien harus dihindari melalui pengawasan ketat, penilaian resep yang 
cermat, dan konsultasi yang tepat. Keseluruhan tanggung jawab ini menekankan 
pentingnya integritas, ketelitian, dan kepatuhan apoteker terhadap standar profesional 
dan hukum yang berlaku untuk melindungi hak dan keselamatan konsumen. 
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